BUPATI BOMB/.INA
PROVINSI SULAWESI T IERG-CrAR A

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

a.

1:

KABUPATEN BOMBANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupeti Bombana
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Peaganggeran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjewaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pend:patan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bombana dipandang perlu
dilakukan perubahan dalam rangka tertibnya pengelolaan
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupater Bombana
berkenan dengan berlakunya Peraturan Mernteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubehan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiel yang Bersumnber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimane dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Bombana tentang Perubahan Atas Peraturan Bupeti Bornbana
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjewaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hivah dn Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendepatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bombana,;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republic [ndonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesies Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republic ‘ndonesia
4286);
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11.

12,

13.

14.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatob: dan
Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor
4339);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negari Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noranor 6¢, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201% tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ k Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagainiana tzlah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5§&, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun
2014 Nomor 192);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 199& tentang
Koordinasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negar-a Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahar Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 307 3);

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 200%& tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 teriteng Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
2272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20106 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaan Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tiahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbhagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubzhan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangsn Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tihun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturari Merteri Dealam
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Noror 3 ""alun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Tahun 2016 Nomor 3).

Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bornbana ,LL’
/



MEMUTUSKAN

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PPERUBAHAN

ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOF .1 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PEFTANGGUNG
JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluas Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bombana diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), diubah sehingga keseluruhar Pasel 4 menjadi
berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

)

(4)
)
(6)

(7)

(8)

BAB III
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan daerah.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakiikan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib den belanja urusan
pilihan.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditu ukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemer ntah daerah
sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunen dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilen, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan

distribusi pemberian hibah.

Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalih tindakan

atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) acalah bahwa

pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal can pikiran.

Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan

kebutuhan masyarakat.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi Kriteria

paling sedikit :

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara teius menerus
setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangar:

c. memenuhi nilai manfaat bagi pemerintah daerah calam mendukung

terselenggaranya  fungsi  pemerintahan, pernbang nan dan 17

kemasyarakatan; dan
d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

/



. Ketentuan Pasal S diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikuz ;

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

a. Pemerintah Pusat.

b. Pemerintah Daerah lainnya.

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; den; atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berb:.dan hukum

Indonesia.

. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai beri<ut ;

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

©)

Pasal 6

Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kermenter an/lembaga

pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
wilayah Kabupaten Bombana.

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimeksud dalam

pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonorm baru hasi pemekaran

daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-und«ngarn.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagzaiman: dimeksiud dalam

pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimeksud dalam

pasal S huruf c diberikan dalam rangka untuk meneraskan hibah vang

diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuesi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud delam pasal 5

huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk jerdasarkan
peraturan perundang-undangan,;

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah mem:liki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Delam Negeri,
Gubernur atau Bupati/Walikota; dan

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hu<um adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari
pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja. perargkat daerah
terkait sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbacan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf 4 diberikan
kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hulkum yayzasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkun.pulan vang
telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kemer terian vang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesu«i peraturan
perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai bericut ;

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud d«lam Pasal 6

ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

)



(2)

a. memiliki kepengurusan yang jelas dalam wilayah Kabupaten
Bombana;

b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Dese. seternpat
atau sebutan lainnya dalam lingkup Kabupaten Bornbana

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerin:aly daerah
Kabupaten Bombana; dan

d. memiliki rekemng bank atas nama badan dan lembaga.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaiman: dimeksud dalam

Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling seclikit :

a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusen hukum
dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecual citentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten

Bombana;

memiliki sekretariat tetap dalam wilayah Kabupaten Bomtara;

memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan vang diajukan

merupakan pekerjaan konstruksi;

e. tidak terjadi konflik internal; dan

f. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakitan.

=5

S. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai ber kuit :

(1)

(2)

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga sert: organisasi

kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat
menyampaikan usulan hibah kepada secara tertulis kepada Bupati
dengan dilengkapi proposal.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit n.emuat

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umuri mengenai
fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melaarbelakangi
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibal. oleh calon
penerima hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tuuan
dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hijah;

c. susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakat:n), berisi uraian
tentang susunan pengurus dari organisasi kemasvaragatan vang
mengajukan usulan hibah,;

d. domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan), berisi uriian tentang
keberadaan/alamat sekretariat dari organisasi kemasyarekatan yvang
mengajukan usulan hibah dan nomor teleporn yang dapa: dihubungi
sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan sang e&kan
dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh caloa penerima
hibah;

g. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran bizya, berisi uraian
tentang perhitungan mengenai kebutuhan bhisya pelzksanaan
kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan perelazan serta

kebutuhan lainnya; dan
h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah h
(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembage. /

#



(3)

(4)

(9

(6)

(7)

Apabila kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konsiruksi maka
rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huuf g
harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan
yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.

Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah tekait untuk

melakukan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim

Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bomb:na <ebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksu.d pada ayat

(5) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mermiliki tuges dan fungsi

sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum d:lam usulan

hibah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk :

a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dergan standar
satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Dasrah atau
apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat daar: standar
satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku
saat ini.

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan dan peralatan dan bahan
serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam peleaksanean kegiatan
dengan jenis kegiatannya.

c. memastikan  keberadaan  organisasi  kemasyaraketan — vang
mengajukan usulan hibah (tidak fiktif).

d. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisas. kemesyarakatan)
sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon
penerima hibah.

e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum
dilaksanakan oleh calon penerima hibah.

f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai
kebutuhan, antara lain :

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;

2. foto copy dokumen = pendirian/pembentukan  organisasi
kemasyarakatan atau  penunjukan/pengangkatair  sebagai
pengurus dapat berupa akta notaris /keputusan
penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atat dokumen
lainnya yang dapat dipertanggungjawabkarn;

3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang dite ndatangani
oleh calon penerima hibah (organisasi kemasyarzkatan ;

4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Baden Kesatuan
Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bag organisasi
kemasyarakatan;

5. foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah
dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tarah yang
diketahui oleh Lurah/Kepala Desa (apabila kegiatan vang diajukan
merupakan pekerjaan konstruksi);

6. foto copy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya Surat
Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruaa Jurusan
Bangunan atau sejenisnya dari yang menadatangani rencana
anggaran biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan
pekerjaan konstruksi); dan

7. foto copy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi
yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.

Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal scbagaimana

dimaksud pada huruf f angkat 3, tercantum dalam larnpirar Peraturan

Bupati ini.

S
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(8) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan evaluasi pada ayat (5) dan
ayat (6) dibentuk Sekretariat Bersama yang berkedudukaa di Kantor
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

(9) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) beranggotakan
dari berbagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit lerja terkait,
yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Bombana selaku koordinator Sekretariat
Bersama.

(10) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayst (8) lan ayat (9)
bertugas :

a. Mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah teckait dalam
melakukan evaluasi usulan proposal yang diajukan oleh calon
penerima hibah;

b. Menerima hasil evaluasi usulan proposal yang akan diyukan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait kepada Bupati melalui Tim
Anggaran Pemerintah Daerah; dan

c. Melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi yang telan dilakukan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai bahan laporan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah kepada Bupati.

(11) Keanggotaan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dan ayat (9) ditunjuk oleh Sekretariat Daerah dengan Surat Perintah.

(12) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa
rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintab Daerah.

(13) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berisi keterangan
mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), denjan disertai
kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak diseayui.

(14) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimb. ngan atas
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sesial dergan
prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai beri<ut :

BAB IV
BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosiil kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan caeral;

(2) Pemberian bantuan sosial dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib
dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keaclilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;

(8) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan atau
suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

(4) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalan tindakan
atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsiona .

(5) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adaah bahwa
pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan
pikiran.

(6) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.

@



7. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebhagai berikut :

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini, mulai berlaku :

a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2017 tetap dapat
dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberiar hibah dan
bantuan sosial mulai tahun anggaran 2017 berpedoman pada Peraturan
Bupati ini.

Pasal Il

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
‘ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Eorabana,

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal % Januavy 2017

Pj. BUPATI BOMBANA,

Al
Hj. SITTI ALEFIA

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal |0 “januari 2017

‘ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017 NOMOR 4



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR ;6 TAHUN 2903
TANGGAL ;D DAWwARL 20(}
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

BOMBANA NOMOR 11 T/AHUN 2013
TENTANG TATA CARA PENCANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTJAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAIL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

No.Indentitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk

Dan atas nama ,

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Kabupate1 Bombana,
dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam pengurusan organisasi kami tidak
terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tenpa adanya
tekanan pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan
sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,
Penerima. Hibal,

Materai/ ttd

(nama lengkap

Pj. BUPATI EOMBANA,




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR . b TAYUW D0()

TANGGAL : 9 Jeauert 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATUFAN BUPATI
BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN SANTUJAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH
A. HIBAH BERUPA UANG
PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :

No.Indentitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk

Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah, cdengan ini
menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (}KN);

2. Akan melaporkan kepada Pihak yang berwajib/berweneng apabila
mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) calam proses
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;

3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposel hibah dan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksansannya akai. memetuhi
Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang 7Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bomnbana dan
Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatzkan calam pakta
integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,
Penerima Hibal,

Materai/ ttd

(nama lengkap L



B. HIBAH BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama -

No.Indentitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk

Dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintan Deaerah
Kabupaten Bombana, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1.

Akan menggunakan barang yang dimaksud sesuai dengen usu.an proposal
hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanearnya akan
mematuhi peraturan Bupati Bombana Nomor ........ Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Evaluasi Hihah din Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belinja Daerah
Kabupaten Bombana dan Peraturan perundang-undangan ldrnya vang
berlaku;

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan calam pakta
integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,
Penerima Hibal .,
Materai/ ttd

(nama lengkap

%ﬁjf}'?i%

Pj. BUPATI EOMBANA,

P -
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Hj. SI1 ]':S;ALFI- A
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LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 6 TPHUY dolf

TANGGAL . D Tenuses Do)

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATUFAN BUPATI
BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANT/JAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJUA DAERAH
KABUPATEN BOMBANA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIEAH

A. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama s

No.Indentitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk

Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerime dana hibah telah
menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposel hibah dan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaznnya telab memenuhi
Peraturan Bupati Bombana Nomor ... Tahun 2017 tentang Pernibahan Atas
Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang 7ata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertangzungjiwzaban dan
Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana den Peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku serta saya akan bertaigzungjawab
mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penvimpargan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian clacralt, maka saya
bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut kg kas lacsrah serta
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yeng berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimanarmestinya.

Rumbia,
Penerima Hiban,
Materai/ttd

3 I‘
(nama lengkayp) 1
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B. HIBAH BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWARB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :

No.Indentitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk

Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima clana libah berupa
barang telah menggunakan barang tersebut sesuai dengar usuar proposal
hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanamnya telah
memenuhi Peraturan Bupati Bombana Nomor ... Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentany Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjiwaban dan
Pelaporan serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana din Peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku serta saya akan bertaagzungjawab
mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penvimpargan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian claecral, maka saya
bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas dacrah serta
bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yeng berlaku,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesada an dan rasa
tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Rumbia,
Penerima Hiban,

Materai/ttd

(nama lengkayp)

Pj. BUPATI BOMBANA,

4
7 ?
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Hj. SITI SALEHA



